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Abstrak
Pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia yang memerlukan penanganan tepat pemerintah, diantaranya
melalui penyediaan pendidikan publik. Alokasi anggaran pendidikan publik harus dikelola secara efisien agar
menghasilkan kesejahteraan sosial yang optimum. Tingkat kesejahteraan sosial berdasarkan teori ekonomi
mikro, merupakan agregasi dari tingkat utiliti seluruh individu yang ada di suatu negara. Pendidikan
diasumsikan sebagai salah satu barang/komoditi yang mempengaruhi besarnya tingkat kepuasan individu.
Sebagai barang publik, pendidikan publik diproduksi dengan menghadapi kendala anggaran yang dimiliki oleh
pemerintah. Penentuan sistem penyediaan pendidikan publik seharusnya didasarkan pada besarnya
kesejahteraan yang dihasilkan. Perlu dipertimbangkan pengaruh interaksi antar daerah yang terjadi karena
penyediaan pendidikan publik terhadap kesejahteraan sosial. Paper ini didasarkan pada kenyataan bahwa
penyediaan pendidikan publik dapat menciptakan interaksi antar daerah dan berdampak bagi pembentukan
kesejahteraan sosial baik secara parsial maupun agregat. Studi ini membuktikan bahwa penentuan sistem
penyediaan pendidikan publik (sentralisasi atau desentralisasi) tidak dapat dilakukan hanya dengan
mempertimbangkan spillover effect saja. Sistem desentralisasi pendidikan publik akan meningkatkan
kesejahteraan agregat jika biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk pendidikan publik tidak melampaui
pengeluaran konsumsi barang privat, dan ketimpangan pendapatan rumah tangga antar daerah cukup rendah.
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1. Pendahuluan
Sektor pendidikan memegang peranan penting dalam kemampuan pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Pendidikan mampu mendorong peningkatan produktifitas secara signifikan dan menjadi akselerator
dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat terhadap sektor pendidikan dibutuhkan,
agar mampu diperoleh manfaat dari pendidikan secara optimal. Salah satu kebijakan pemerintah yang penting
di sektor pendidikan ialah penyediaan pendidikan publik. Diperlukan suatu alokasi anggaran pemerintah
tertentu, untuk menyediakan sarana pendidikan publik yang layak. Besarnya alokasi anggaran tersebut harus
dikelola secara efisien agar menghasilkan kesejahteraan sosial (social welfare) yang optimum.

Pada sistem desentralisasi pendidikan publik, dimana kewenangan dan pembiayaan ditangani oleh
pemerintah daerah, memiliki dua landasan penting sebagai argumen pelaksanaannya. Landasan pertama
ialah alokasi sumberdaya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelola sumberdaya secara efisien
tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, di mana hal ini akan
membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Landasan kedua ialah untuk
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah mendorong inovasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebaliknya, sistem sentralisasi juga memiliki
keunggulan, yaitu terutama dalam hal keseragaman kualitas yang dapat dihasilkan di seluruh wilayah ekonomi
suatu negara, sehingga dapat menghindari munculnya eksternalitas negatif antar daerah.

Jika dimisalkan bahwa pemerintah lebih memilih sistem desentralisasi, maka dimungkinkan terciptanya
interaksi antar daerah. Interaksi antar daerah dalam suatu ruang ekonomi dapat mempengaruhi tingkat
kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. Secara ekonomi, interaksi tersebut dapat terjadi dengan
mekanisme kompensasi maupun tanpa mekanisme kompensasi. Interaksi dengan mekanisme kompensasi
merupakan bentuk interaksi yang dapat tercermin dalam mekanisme harga, misalnya interaksi yang terjadi
di pasar barang dan jasa, maupun interaksi di pasar uang. Sedangkan interaksi tanpa kompensasi merupakan
akibat dari eksternalitas konsumsi dan produksi, baik eksternalitas positif maupun negatif, dan mekanisme
interaksi tidak tercermin dalam mekanisme harga.

Eksternalitas menjadi hal penting, karena dapat menciptakan kegagalan pasar (market failure), dan
menghasilkan inefisiensi dalam penggunaan sumberdaya yang ada, sehingga kesejahteraan sosial yang
optimum tidak tercapai. Fokus studi ini ialah ingin melihat interaksi antar daerah yang terjadi tanpa mekanisme
kompensasi. Pada kasus penyediaan pendidikan publik oleh masing-masing pemerintah daerah, perbedaan
kualitas pendidikan antar daerah menjadi penyebab terjadinya eksternalitas konsumsi. Eksternalitas tersebut
terjadi melalui adanya aliran murid dari daerah yang kualitas pendidikannya lebih rendah ke daerah yang
kualitas pendidikannya lebih tinggi. Bagi daerah asal aliran, eksternalitas ini merupakan bentuk eksternalitas
positif. Sebaliknya bagi daerah tujuan aliran, hal ini merupakan salah satu bentuk eksternalitas negatif. Free
rider selalu menjadi masalah utama dalam penyediaan barang publik suatu daerah, sehingga adanya barang
publik dapat menciptakan aliran manfaat bagi pihak yang tidak memberikan kompensasi secara langsung, dan
akan merugikan pihak yang membayar.

Teori mengenai perpindahan individu dari suatu daerah ke daerah lain karena adanya perbedaan
preferensi terhadap barang publik telah diterangkan oleh Tiebout. Berdasarkan model Tiebout diketahui bahwa
penyediaan barang publik lokal dapat dianalogikan dengan pasar persaingan sempurna untuk barang privat.
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Perbedaan selera antar komunitas dapat menimbulkan berbagai kemungkinan permintaan terhadap barang
publik yang berbeda. Setiap individu akan  menyampaikan preferensinya terhadap barang publik dengan
berpindah dari satu daerah ke daerah lain yang sesuai dengan preferensinya (voting with their feet). Proses
ini akan menghasilkan efisiensi alokasi barang publik. Dengan berpindah, individu akan mencapai kondisi utility
yang lebih baik. Pada kenyataannya, adanya berbagai macam barang publik di dalam suatu perekonomian
negara, tidak selalu menyebabkan individu berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Kategori barang publik
yang luas membutuhkan suatu dukungan penjelasan teoritis mengenai barang publik yang dapat
menyebabkan individu berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dan barang publik yang dapat dinikmati
tanpa harus berpindah daerah tinggal. Jika interaksi antar daerah terjadi tanpa mekanisme kompensasi, maka
alokasi sumberdaya tidak dapat mencapai kondisi yang optimal. Fungsi alokasi sebagai bagian dari peranan
pemerintah menjadi gagal. Indikasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya
kesejahteraan yang hilang (quantify the welfare loss) dan mencari berbagai kemungkinan kebijakan untuk
mengatasinya.

Perbedaan kualitas barang publik yang dihasilkan oleh setiap daerah salah satunya dapat terjadi
karena adanya sistem desentralisasi fiskal. Sistem ini memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk
mengelola sumber dana yang berasal dari daerahnya sendiri, untuk kemudian digunakan bagi penyediaan
barang publik. Sumber dana yang berasal dari penduduk masing-masing daerah sangat dipengaruhi oleh
tingkat pajak, preferensi penduduk terhadap barang publik, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Sistem
sentralisasi dapat digunakan sebagai pembanding tingkat kesejahteraan sosial yang dihasilkan oleh sistem
desentralisasi. Perbandingan tingkat kesejahteraan yang dihasilkan antara sistem desentralisasi dengan
sistem sentralisasi, membawa implikasi terhadap penentuan kebijakan yang tepat bagi pemerintah di dalam
pembagian kewenangan penyediaan barang publik. Sistem yang mampu memberikan tingkat kesejahteraan
sosial yang lebih baik, menjadi pilihan utama kebijakan.

Pendidikan memiliki sifat non-rivalry dan excludable (impure public good). Dengan karakter sebagai
barang publik tidak murni, pendidikan dapat disediakan oleh lembaga swasta maupun pemerintah. Di dalam
paper ini, analisis difokuskan pada penyediaan pendidikan publik, dimana penyediaannya menyebabkan
interaksi antar daerah, sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan secara keseluruhan. Pendidikan
sebagai salah satu komponen penting di dalam pertumbuhan ekonomi, memerlukan campur tangan agar
tercapai tujuan alokasi sumberdaya yang efisien. Untuk membiayai pendidikan publik, pemerintah memperoleh
sumber dana yang berasal dari penduduk yang tinggal di daerah kewenangannya. Dana tersebut berasal dari
pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah, dengan tingkat pajak tertentu. Karena perbedaan kualitas
pendidikan antar daerah, dimungkinkan bahwa terdapat individu yang berasal dari suatu daerah, menempuh
pendidikan di daerah lain. Kondisi free rider ini dapat terjadi walaupun ada restriksi yang kemungkinan muncul
dari daerah yang menjadi tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan penyediaan pendidikan publik perlu
mempertimbangkan besarnya kesejahteraan sosial yang terbentuk, baik secara parsial di masing-masing
daerah, maupun secara agregat. 

2. Tinjauan Literatur
2.1. Teori Konsumsi

Paper ini mengasumsikan pendidikan sebagai barang konsumsi, dimana setiap unti yang dikonsumsi
oleh seorang individu konsumen, akan meningkatkan utilitasnya. Ilmu ekonomi berusaha menelaah mengenai
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pengambilan keputusan terbaik oleh agen ekonomi dari berbagai alternatif yang ada dengan sumberdaya yang
terbatas. Demikian halnya konsumen (individu rumah tangga) yang rasional akan memaksimumkan
kepuasan/utilitas dengan kendala anggaran tertentu, dimana alokasi dari konsumsi yang efisien akan
menciptakan tingkat kepuasan yang maksimum. Aktifitas setiap konsumen dalam mencapai tujuannya akan
menciptakan suatu alokasi sumberdaya secara bersama, dimana alokasi yang efisien menjadi kondisi ideal
dalam suatu perekonomian yang terdiri dari banyak agen ekonomi. Perilaku secara individu ini akan
mempengaruhi pembentukan kesejahteraan sosial (social welfare).

Perilaku konsumen yang diamati melalui preferensi individu merupakan salah satu bagian penting
dalam ekonomi mikro untuk menggambarkan keputusan ekonomi yang diambil oleh individu sebagai
konsumen. Setiap konsumen diasumsikan menghadapi sekumpulan kemungkinan konsumsi yang terbatas
(finite), set X, sebagai set konsumsinya. Set X merupakan suatu set yang bersifat non-negatif. Perlu adanya
pemilahan antara konsep preferensi (preference) dengan pilihan (choice) yang dihadapi setiap konsumen.
Setiap individu dapat memiliki preferensi yang berbeda terhadap berbagai jenis barang yang ada, dimana
asumsi complete ordering menjadi penting, karena menggambarkan bahwa konsumen mampu
membandingkan preferensinya terhadap barang. Sedangkan pilihan konsumen (consumer choice) lebih
menjelaskan mengenai berbagai pilihan yang tersedia yang dihadapi oleh setiap konsumen. Terdapat empat
blok utama di dalam pembahasan setiap model pilihan konsumen (Jehle 2001). Keempat blok itu ialah set
konsumsi (consumption set), set kemungkinan (feasible set), hubungan preferensi (preference relation), dan
asumsi perilaku (behavioral assumption).

Dalam teori ekonomi mikro modern, fungsi utilitas merupakan suatu alat yang merepresentasikan
secara sederhana informasi yang berisi hubungan preferensi konsumen.  Penggunaan fungsi utilitas dapat
mempermudah analisis pada saat menggunakan metode kalkulus, dengan mempertimbangkan kendala
anggaran yang dimiliki. Karakteristik dari preferensi konsumen bersifat aksiomatik, dimana aksioma tersebut
digunakan untuk menyusun ekspresi matematik secara formal. Konsumen diasumsikan dapat melakukan
pilihan dan akan memilih secara konsisten. Beberapa aksioma tersebut completeness, reflexivity, transitivity,
continuity, local non-satiation, strong monotonicity, dan convexity.

Gambar 1.
Implikasi Aksioma Terhadap Preferensi Konsumsi
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2.2. Konsep Efisiensi dan Keseimbangan Umum
Sebuah alokasi dikatakan efisien jika pada suatu kondisi tertentu, tidak ada seorang pun dalam ekonomi yang

akan mengalami kondisi lebih baik, tanpa menyebabkan kondisi yang lebih buruk bagi orang lain. Hal ini mengacu pada
konsep yang diformulasikan oleh Vilfredo Pareto. Efisiensi dapat diterjemahkan ke dalam tiga interpretasi yaitu efisiensi
secara individu, efisiensi dalam model pertukaran (ekonomi), dan efisiensi relatif (Friedman, 2002). Efisiensi relatif
digunakan untuk mengatasi kelemahan efisiensi absolut pada konsep Pareto. Seperti diketahui, konsep Pareto
menyatakan bahwa setiap kemungkinan alokasi hanya dapat menciptakan kondisi efisien atau inefisien.

Konsep relatif merupakan pengembangan dari konsep Pareto di dalam menentukan berbagai kemungkinan
alokasi yang terjadi. Sebagai contoh, di dalam perekonomian terdapat dua kelompok masyarakat dan tingkat
kesejahteraan masyarakat 1 dinyatakan dengan U1 serta utilitas masyarakat 2 dinyatakan dengan U2. Kombinasi utilitas
kedua masyarakat berada di titik M (di bawah kurva kemungkinan utilitas masyarakat secara keseluruhan. Kondisi Pareto
Superior ialah seluruh daerah yang berwarna abu-abu (lihat Gambar 2.). Meskipun titik P menghasilkan utilitas agregat
(welfare) yang lebih tinggi dibanding titik Q, titik P bukan merupakan Pareto Superior. Sebaliknya titik Q yang berada di
bawah justru merupakan kondisi Pareto Superior. Alasannya bahwa titik Q akan menghasilkan kondisi yang lebih baik.

Gambar 2.
Pareto Superior pada Konsep Efisiensi Relatif

Ada tiga kondisi efisiensi yang penting untuk mencapai Pareto Optimal, yaitu efisiensi produksi, efisiensi
konsumsi, dan efisiensi produk campuran (Ginzburgh dan Keyser, 2001).

2.3. Kesejahteraan Sosial (Social Welfare)
Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai pengukuran kesejahteraan seluruh masyarakat dalam suatu

perekonomian, dimana besarnya kesejahteraan tersebut tergantung dari kesejahteraan yang diterima oleh setiap individu
(Sen, 1982). Kesejahteraan sosial sendiri merupakan fungsi dari seluruh utilitas individu sebagai anggota masyarakat
dalam suatu perekonomian. Kesejahteraan sosial akan meningkat jika paling tidak ada satu individu yang mengalami
peningkatan kesejahteraan dimana individu lainnya memperoleh tingkat kesejahteraan yang tetap. Literatur mengenai
konsep kesejahteraan terbagi menjadi dua. Kelompok pertama disebut New Welfare Economics, yang merupakan
pecahan dari Paretian. Kelompok inipun terbagi menjadi dua yaitu yang mengikuti Nicholas Kaldor (1939), John Hicks
(1939) dan Tibor Scitovsky (1941) dengan menerapkan prinsip kompensasi. Pada prinsip ini, pihak yang diuntungkan
akan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan Abram Bergson (1938) dan Paul Samuelson
(1950) menunjukkan bahwa prinsip tersebut menyebabkan inconsistent orderings, dan mempercayai bahwa pembahasan
kesejahteraan bersifat normatif.

Kelompok kedua ialah kelompok yang lebih percaya pada tradisi pengukuran kesejahteraan yang tradisional
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(1)

di dalam ilmu ekonomi, yaitu prinsip Pareto. Konsep optimalitas Pareto memiliki peran penting dalam teori keseimbangan
kompetitif umum yang dikemukakan oleh Arrow dan Gerard Debreu (1954), melalui dua teorema dasar dari ekonomi
kesejahteraan. Prinsip kompensasi akan tergantung dari validitas asumsi mengenai preferensi. Amartya Sen (1977)
menjelaskan bahwa prinsip kompensasi yang dianut oleh New Welfare Economics menggunakan ukuran ordinal untuk
kesejahteraan individu dan tidak dapat dibandingkan antar individu.

Kaldor dan Hicks lebih lanjut mengembangkan konsep kesejahteraan melalui kriteria Kaldor-Hicks, sedangkan
Scitovsky mengembangkan konsep yang disebut Scitovsy Reversals and the Double Criteria. Kelompok Harvard
berusaha membangun konsep yang kemudian dikenal dengan Bergson-Samuelson Social  Welfare Functions. Bergson
dan Samuelson menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan sosial di dalam suatu perekonomian merupakan fungsi dari
utilitas seluruh individu yang ada. Apabila fungsi kesejahteraan sosial Bergson-Samuelson berbentuk linier, maka dikenal
dengan Benthamite atau Utilitarian SWF. Pada dasarnya Benthamite SWF merupakan adopsi dari pemikiran Bergson
dan Samuelson mengenai fungsi kesejahteraan sosial. Benthamite atau utilitarian social welfare function dibangun dari
suatu penjumlahan linier utilitas tertimbang dari seluruh agen yang ada. Secara umum fungsi kesejahteraan sosial
Benthamite:

dimana h merupakan kelompok agen h yang ada di dalam perekonomian. Besarnya faktor penimbang a tergantung dari
initial endowment yang dimiliki masing-masing kelompok agen.Utilitarian menganggap bahwa bentuk fungsi eksplisit dari
fungsi kesejahteraan sosial adalah linier, sehingga dapat diilustrasikan:

Gambar 3.
Fungsi Kesejahteraan Sosial Benthamite

2.4. Teori Barang Publik
Di dalam suatu perekonomian terdapat dua sektor yang berinteraksi, yaitu sektor swasta (private sector), dimana

rumah tangga dan bisnis menjadi pelaku kegiatan, dan sektor publik (public sector), dimana peranan pemerintah menjadi
sangat penting (Cornes dan Sandler, 1996). Dalam pemerintahan yang sentralistik, pertanyaan kebijakan yang muncul
adalah apa saja, bagaimana dan kapan barang publik diproduksi. Sedangkan dalam pemerintahan dengan sistem
desentralisasi, aspek spasial menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam penentuan kebijakan.
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(2)

Dengan menjalankan peran alokasi, pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar sebagai penyebab
munculnya barang publik, sehingga mengurangi distorsi ekonomi. Barang publik murni (pure public good) dapat
didefinisikan sebagai barang yang tidak bersaing dan tidak dapat dikecualikan dalam konsumsinya. Dua karakteristik
utama dalam barang publik yaitu nonrivalry dan non excludability. Eksternalitas yang dapat menimbulkan kegagalan
pasar menjadi ciri barang publik. Apabila barang publik yang dibahas melibatkan aspek spasial, maka besarnya dampak
eksternalitas (spillover effect) menjadi karakteristik yang penting.

Alokasi pareto efisien untuk barang publik tetap dapat dicapai melalui mekanisme yang efisien. Untuk suatu
perekonomian dengan n individu, diketahui bahwa syarat perlu untuk mencapai alokasi Pareto efisien untuk barang publik
murni ialah penjumlahan seluruh marginal rate of substitution dari barang publik terhadap barang privat sama dengan
marginal rate of transformation, sehingga:

Ini merupakan kondisi syarat perlu untuk kasus barang publik murni dan dikenal dengan istilah Samuelson
condition. Kondisi Pareto efisiensi dapat diilustrasikan dengan gambar grafis. Misalkan setiap produksi satu unit barang
publik membutuhkan pengorbanan satu unit barang privat, maka hubungan antara x dan y ialah bahwa x = Y0 - y, dimana
Y0 merupakan jumlah endowment dari barang privat. Gambar berikut menunjukkan Pareto efisiensi.

Gambar 4.
Pareto Efisiensi untuk Barang Publik

Berdasarkan tulisan Tiebout dalam A Pure Theory of Local Expenditures (1956, hal. 422) dikatakan:

"Just as the consumer may be visualized as walking to a private market place to buy his goods.....we place him
in the position of walking to a community where the prices (taxes) of community services are set. Both trips take the
consumer to the market. There is no way in which the consumer can avoid revealing his preferences in a spatial
economy"

Menurut Tiebout, penyediaan barang publik lokal, analog dengan penyediaan barang privat. Individu akan
menyatakan preferensinya terhadap barang publik lokal dengan memilih komunitas (daerah) yang sesuai dengan dirinya.
Jadi, keputusan seorang individu untuk menetap pada suatu daerah akan tergantung pada kombinasi pajak dan barang
publik di daerah tersebut. Menurut Tiebout, individu-individu yang memutuskan untuk hidup dalam suatu komunitas yang
sama, memiliki selera yang sama pula, sehingga tidak ada konflik preferensi. Dengan demikian menurut Tiebout,
keseimbangan barang publik lokal memenuhi kondisi Pareto optimum.
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2.5. Sistem Sentralisasi dan Desentralisasi (Teori Keuangan Publik)
Pelayanan publik dalam sektor publik dapat diatur dalam beberapa cara. Di beberapa negara kecil, pemerintah

pusat memegang peranan utama dalam penyelenggaraan barang publik maupun pelayanan publik, seperti jalan,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang terbatas untuk
meningkatkan penerimaan. Sejarah menunjukkan bahwa seringkali terjadi perdebatan mengenai hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah termasuk kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan untuk menentukan jenis
barang/jasa yang dapat disediakan. Selain itu, sumber penerimaan dan hak pengelolaan penerimaan juga seringkali
menjadi masalah. Tidak ada jawaban tunggal yang dapat menyelesaikan masalah ini.

Penentuan tingkat pemerintahan yang tepat juga dipengaruhi oleh penentuan sumber penerimaan pemerintah
(Premchand, 1989). Apabila sebagian besar sumber penerimaan berasal dari pajak yang dengan mudah dapat bergerak
atau pindah dari satu daerah ke daerah lain, maka pembiayaan suatu barang publik sebaiknya dilakukan secara
sentralisasi, dan sebaliknya. Selain itu, jangkauan manfaat yang diterima dari suatu penyelenggaraan barang publik juga
dapat menjadi pertimbangan. Jangkauan peranan pemerintah dapat diukur dengan 3 cara. Pertama ialah dengan
mengukur luas wilayah, kedua dengan mengukur jumlah penduduk, dan ketiga dengan mengukur kemampuan atau
aktifitas fiskalnya (Dimitrios dan Gillesz, 1994). Jika penetapan kewenangan pemerintah hanya didasarkan pada
pengukuran pertama, maka kewenangan ini tidak akan pernah berubah, karena batas suatu daerah relatif tetap.
Sedangkan jika penetapan kewenangan berdasarkan pengukuran kedua dan ketiga, maka dapat saja kewenangan
tersebut berubah, karena adanya pertumbuhan penduduk maupun aktifitas ekonomi.

Secara ekonomi, keunggulan pertama dari sistem sentralisasi ialah bahwa pelayanan publik yang diterima oleh
setiap individu tidak tergantung pada lokasi tinggalnya. Semua penduduk akan menerima kualitas atau kuantitas
barang/jasa yang sama. Keuntungan kedua yaitu beberapa barang/jasa publik dalam produksi membutuhkan skala
ekonomi tertentu, dimana pada skala penyediaan yang lebih besar, semakin rendah biaya rata-rata yang dibutuhkan.
Keuntungan ketiga ialah bahwa sistem sentralisasi mampu mengatasi permasalahan spillover, sehingga mengurangi
inefisiensi alokasi sumberdaya. Keunggulan keempat ialah mencegah persaingan antar daerah. Dimungkinkan bahwa
setiap daerah akan menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Sistem desentralisasi paling tidak memiliki 3 keunggulan
dibanding sistem sentralisasi. Pertama ialah bahwa sistem desentralisasi mampu mengatasi permasalahan keberagaman
kebutuhan, preferensi, dan keinginan antar penduduk yang dapat berbeda. Keunggulan kedua ialah nilai positif dari
persaingan antar daerah. Penduduk dapat memilih daerah yang mencerminkan preferensinya (seperti yang dikemukakan
oleh Tiebout). Keunggulan ketiga ialah adanya inovasi dan eksperimen kebijakan yang dilakukan di masing-masing
daerah. Pada sistem sentralisasi, apabila pemerintah pusat menerapkan suatu kebijakan yang kurang tepat, maka akan
berdampak luas pada seluruh daerah. Kerugian yang diderita akibat kesalahan kebijakan sistem desentralisasi lebih
rendah, karena hanya menyangkut satu daerah saja.

2.6. Sistem Pendidikan di Beberapa Negara
Negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Jerman, Inggris, dan Australia cenderung

menerapkan sistem desentralisasi pendidikan, kecuali Jepang dan Perancis. Sedangkan beberapa negara
berkembang seperti Cina, Mesir, Arab Saudi, dan Kuba menganut sistem sentralisasi pendidikan, kecuali
Indonesia. Hampir seluruh negara menganggap bahwa pendidikan dasar sangat penting, sehingga kontribusi
pembiayaan pemerintah menjadi sangat besar (di atas 90% dari kebutuhan biaya pendidikan).
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Tabel 1.
Sistem Penyediaan Pendidikan di Beberapa Negara

2.7. Stylized Fact Aliran Murid Antar Daerah
Menarik untuk dikaji hasil penelitian tentang universitas publik yang dilakukan oleh Groen dan White

(2003) dalam kaitannya dengan perdebatan di Amerika Serikat untuk masalah murid yang berasal dari dalam
dan luar negara bagian. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah negara bagian yang membiayai
universitas publik dengan pihak universitas. Pemerintah negara bagian menginginkan agar jumlah murid yang
berasal dari dalam negara bagian jauh lebih besar ketimbang yang berasal dari luar negara bagian. Alasan
utama pemerintah negara bagian ialah bahwa murid yang berasal dari dalam negara bagian akan memberikan
kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan murid yang berasal dari luar negara
bagian justru merugikan ekonomi daerah tersebut.

Negara bagian seperti North Carolina, Texas, dan Wisconsin, menciptakan suatu strategi yang bagus
terhadap murid yang berasal dari luar negara bagian. Ketiga negara bagian tersebut berusaha
mengembangkan sektor usaha yang sejalan dengan spesialisasi bidang pengajaran di universitas. Manfaat
positif yang diterima oleh negara bagian ialah adanya kecenderungan bahwa murid yang berasal dari luar
negara bagian akan memilih tetap tinggal dan bekerja di negara bagian tersebut sehingga produktifitas mereka
akan meningkatkan perekonomian negara bagian.

Strathman (1994), Quigley, dan Rubinfeld (1993) menunjukkan bahwa secara empiris, suatu
pemerintah negara bagian dengan mobilitas penduduk cukup tinggi, cenderung mengurangi pengeluaran
untuk pendidikan tinggi, dan berharap bahwa murid di daerahnya pergi ke daerah lain yang memiliki kualitas
pendidikan tinggi lebih, dan kembali lagi ke daerah asalnya. Dengan demikian, perbedaan kualitas pendidikan
tinggi antar daerah terjadi karena biaya penyediaan antar negara bagian berbeda. Hal ini merugikan negara
bagian yang menjadi tujuan aliran murid, sehingga pemerintah federal harus turun tangan memberi subsidi
ke daerah bagian yang merupakan asal aliran murid antar daerah, dan dapat mengurangi aliran ke daerah
tujuan. Brasington (2003) menjelaskan bahwa daerah kaya di AS, cenderung menghasilkan kualitas
pendidikan publik yang lebih baik dibanding daerah miskin. Adanya aliran murid dari daerah miskin ke daerah
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kaya merupakan salah satu bentuk subsidi tidak langsung bagi daerah miskin. Hal ini ternyata tidak
menyebabkan kualitas pendidikan publik di kedua daerah menjadi konvergen. Kondisi ekuilibrium dalam
kualitas pendidikan publik akan sulit dicapai.

Pada kasus Uni Eropa, terdapat suatu konsensus politik diantara negara anggota Uni Eropa bahwa
pendidikan merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Manfaat pendidikan diperoleh suatu negara
dari negara lain di kawasan Uni Eropa melalui migrasi antar negara. Pendidikan yang baik di suatu negara
dapat menyebabkan terjadinya eksternalitas positif bagi negara anggota lainnya, dimana sistem desentralisasi
pendidikan cenderung menyebabkan investasi di sektor ini menjadi rendah. Peningkatan mobilitas penduduk
antar negara yang disebabkan oleh penyediaan pendidikan menyebabkan munculnya berbagai kebijakan baru
di masing-masing negara terhadap pembiayaan pendidikan publik. 

Potvaara (2004) mengamati pengaruh migrasi antar negara Uni Eropa terhadap penyediaan
pendidikan publik dengan asumsi penting yang digunakan ialah tidak adanya hambatan secara hukum
terhadap mobilitas murid antar negara Uni Eropa (free mobility), hanya ada pendidikan publik di dalam
perekonomian, dimana penyediaannya dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara. Kesimpulan yang
dihasilkan oleh Potvaara dalam penelitiannya ini ialah bahwa apabila pajak dikenakan sesuai tempat tinggal
asal dan terjadi aliran murid antar negara Uni Eropa, maka negara tujuan aliran tersebut akan cenderung
mengurangi proporsi pendidikan yang boleh dikonsumsi oleh murid asing, karena peningkatan kepadatan
murid asing merugikan perekonomian negara tersebut. Potvaara menyarankan penerapan graduate tax,
karena dianggap lebih efektif, tidak merugikan daerah tujuan aliran murid, dan independen terhadap tempat
tinggal murid di masa mendatang.

3. Deskripsi Model
Dimisalkan bahwa setiap rumah tangga terdiri dari orang tua dan satu orang anak diwajibkan

membayar pajak pendapatan, dengan tingkat pajak yang ditentukan oleh pemerintah daerah (sistem
desentralisasi pendidikan). Seluruh pajak yang terkumpul, digunakan oleh pemerintah sebagai sumber
pembiayaan pendidikan publik sebagai satu-satunya barang publik dalam perekonomian. Pendapatan setelah
pajak, oleh rumah tangga digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup minimum (minimum cost of living) dan
konsumsi barang privat (a bundle of private goods). Terdapat tambahan pengeluaran bagi setiap rumah tangga
yang memilih mengirim anaknya ke daerah lain, dimana hal ini terkait dengan aspek spasial. Untuk dapat
melakukan konsumsi pendidikan di daerah lain, rumah tangga harus mengeluarkan biaya tetap (Z) dan biaya
variabel (y (g)), sebagai konsekuensi dari menkonsumsi pendidikan di daerah lain. Dengan adanya tambahan
pengeluaran ini, tidak seluruh rumah tangga dapat melakukan konsumsi pendidikan di luar daerahnya. Bentuk
fungsi Cobb-Douglas dan fungsi homohypallagic (constant elasticity of substitution/CES) digunakan dalam
fungsi utilitas, untuk melihat konsistensi model yang digunakan dan sebagai kontrol terhadap penurunan
matematis yang dilakukan. Kedua fungsi tersebut a-priori menganggap bahwa elastisitas substitusi antara
kedua jenis barang (barang privat dan barang publik) adalah konstan. Semakin besar angka parameter r (#1),
maka semakin mudah substitusi terhadap kedua jenis barang tersebut (bagi rumah tangga), dan sebaliknya.

Perbedaan kualitas pendidikan sebagai pemicu terjadinya aliran murid antar daerah dapat terjadi
karena adanya perbedaan tingkat pajak atau perbedaan biaya kualitas pendidikan di masing-masing daerah,
atau kombinasi diantaranya. Hal ini ditentukan oleh karakteristik di setiap daerah, dan juga kebijakan masing-
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masing pemerintah daerah. Adanya aliran murid antar daerah menyebabkan adanya aliran kesejahteraan dari
daerah tujuan ke daerah asal. Setiap perbedaan karakteristik yang menyebabkan terjadinya perbedaan
kualitas pendidikan publik antar daerah, dan mendorong terciptanya aliran murid antar daerah, memiliki
dampak yang berbeda terhadap pembentukan kesejahteraan.

Dari Gambar 5 dapat dijelaskan bahwa adanya perbedaan tingkat pajak antara daerah r dan daerah
s (dengan asumsi variabel lain sama), menyebabkan kualitas pendidikan publik di daerah r lebih rendah
dibanding daerah s, sehingga utilitas yang diperoleh di daerah s lebih tinggi dibanding daerah r. akibatnya
aliran murid dari daerah r ke daerah s > 0, sedangkan aliran murid dari daerah s ke daerah r sebesar 0. Akibat
disutilitas karena aliran, tingkat kesejahteraan di daerah s menurun, sebaliknya di daerah s meningkat.
Terjadilah perubahan aggregate welfare (perekonomian nasional, sistem desentralisasi). Pembentukan
kesejahteraan pada sistem desentralisasi akan dibandingkan dengan sistem sentralisasi pendidikan. Analisis
terhadap Gambar 6 juga serupa, namun yang menjadi pemicu perbedaan kualitas pendidikan publik antar
daerah ialah biaya kualitas.

Gambar 5.3.
Diagram Aliran Kesejahteraan Akibat Perbedaan Tingkat Pajak Antar Daerah

Gambar 5.4.
Diagram Aliran Kesejahteraan Akibat Perbedaan Biaya Produksi Antar Daerah
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3.1. Asumsi Model
Asumsi 1:
Di dalam perekonomian, hanya terdapat satu jenis barang publik yaitu pendidikan publik. Implikasi dari

asumsi ini ialah bahwa seluruh pajak yang terkumpul (dalam satu daerah untuk sistem desentralisasi, atau
dalam satu negara untuk sistem sentralisasi) digunakan untuk membiayai pendidikan publik.

Asumsi 2:
Pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap rumah tangga ialah pajak pendapatan yang

dikenakan secara lump-sum, dan juga diaplikasikan pajak bumi dan bangunan (property tax). Setiap rumah
tangga dikenakan pajak dengan tingkat pajak yang sama/seragam, dan pajak yang terkumpul digunakan untuk
membiayai pendidikan publik.

Asumsi 3:
Pendidikan publik diasumsikan sebagai barang konsumsi dan peranannya sebagai investasi

diabaikan. Besarnya kualitas pendidikan publik akan mempengaruhi tingkat utilitas yang diperoleh rumah
tangga. Pendidikan akan relevan dianggap sebagai investasi jika individu yang menerima pendidikan adalah
input dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan output. Di dalam model yang dikembangkan, anak
sebagai bagian keluarga dianggap bukan sebagai input bagi proses produksi dalam keluarganya.

Asumsi 4:
Barang privat di dalam perekonomian memiliki kualitas yang sama. Harga barang privat

dinormalisasikan sama dengan 1. Setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan akan barang privat. Implikasi
dari asumsi ini ialah tidak adanya interaksi antar daerah yang disebabkan karena konsumsi atau produksi
barang privat.

Asumsi 5:
Prefensi seluruh rumah tangga yang ada di dalam perekonomian terhadap barang privat dan

pendidikan publik sama. Misalkan terdapat 2 daerah dalam keseluruhan perekonomian, maka rumah tangga
dikedua daerah tersebut diasumsikan memiliki preferensi yang sama terhadap pendidikan. Implikasi dari
asumsi ini ialah bahwa rumah tangga dengan pendapatan yang sama memiliki tingkat pajak optimal yang
sama pula. Jika asumsi ini dibatalkan, maka terdapat dua kemungkinan yang terjadi terhadap analisis model.
Kemungkinan pertama ialah jika dalam satu daerah, preferensi setiap rumah tangga terhadap pendidikan
berbeda. Pembatalan asumsi ini akan lebih menyulitkan analisis, dan membutuhkan studi empiris untuk
memodelkannya. Sedangkan kemungkinan kedua ialah dalam satu daerah preferensi rumah tangga terhadap
pendidikan sama, tetapi antar daerah berbeda.

Asumsi 6:
Setiap rumah tangga di masing-masing daerah memiliki 1 orang anak. Implikasi dari asumsi ini ialah

bahwa kontribusi setiap rumah tangga terhadap pendidikan melalui mekanisme pajak bersifat lump-sum.

Asumsi 7:
Aliran murid antar daerah sebagai bentuk interaksi antar daerah terjadi karena perbedaan kualitas

pendidikan. Aliran murid terjadi dari daerah yang memiliki kualitas pendidikan publik yang lebih rendah ke



12

(3)

daerah yang memiliki kualitas pendidikan publik lebih baik.

Asumsi 8:
Fungsi utilitas untuk masing-masing rumah tangga adalah aggregate utility dalam satu keluarga.

Berarti, suatu rumah tangga hanya memiliki satu fungsi utilitas, dimana konsumsi barang privat merupakan
konsumsi agregat seluruh anggota rumah tangga (kedua orang tua dan 1 orang anak).

Asumsi 9:
Setiap rumah tangga memiliki informasi yang sempurna terhadap kualitas pendidikan publik yang

dihasilkan di daerah sendiri dan daerah lain.

Asumsi 10:
Fungsi utilitas memenuhi aksioma yang berlaku dalam teori ekonomi. Implikasinya ialah bahwa

analisis dan kesimpulan yang dihasilkan, berlaku dalam teori ekonomi.

Asumsi 11:
Setiap aliran murid dari suatu daerah r ke daerah s akan menyebabkan tingkat kepadatan murid di

daerah s meningkat, sehingga mengurangi tingkat kenyamanan (dissatisfaction) di daerah s dalam
menkonsumsi pendidikan publik.

Asumsi 12:
Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diasumsikan sebagai benevolent planner, dimana

pemerintah memiliki fungsi tujuan memaksimumkan tingkat kesejahteraan seluruh rumah tangga yang ada di
dalam wilayah kewenangannya.

Asumsi 13:
Diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial di dalam suatu perekonomian merupakan agregasi

kesejahteraan seluruh rumah tangga yang ada di dalam suatu perekonomian (baik daerah maupun nasional).
Untuk mengukur kesejahteraan setiap individu digunakan ukuran utilitas.

3.2. Model Perilaku Rumah Tangga Terhadap Pendidikan
Dimisalkan suatu perekonomian terdiri dari dua daerah (r dan s)dengan berbagai jenis rumah tangga.

Setiap rumah tangga (dinotasikan dengan i) di daerah r, memiliki tingkat pendapatan dan karakteristik yang
berbeda, harus memutuskan antara menkonsumsi pendidikan publik yang disediakan di daerahnya sendiri
dengan pendidikan publik di daerah lain. Setiap daerah hanya menyediakan satu jenis barang publik yaitu
pendidikan publik dan diasumsikan tidak ada pendidikan privat/swasta. Pendidikan diperlakukan sebagai
barang/jasa publik yang memiliki karakteristik tidak bersaing dan tidak dapat dikecualikan. Apabila terjadi aliran
murid ke suatu daerah, maka dalam model ini akan tercermin dari disutilitas yang tercipta akibat aliran tersebut.
Dimisalkan daerah r terdiri dari 3 jenis rumah tangga yang dinotasikan dengan i, dimana setiap masyarakat
termasuk dalam i = 1, 2, 3. Jenis rumah tangga didasarkan pada pendapatan yang dimiliki. Fungsi utilitas
rumah tangga jenis 1 (konsumsi pendidikan publik di daerahnya sendiri) didefinisikan sebagai:
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

dengan kendala:

Sedangkan fungsi utilitas rumah tangga jenis 3 didefinisikan sebagai:

dengan kendala:

Bagi rumah tangga yang mengirim anaknya di daerah sendiri, maka besarnya kualitas pendidikan
yang diterima merupakan given condition, dimana tingkat kualitas pendidikan publik ditentukan oleh besarnya
jumlah pajak yang terkumpul dan tingkat biaya penyediaan yang dibutuhkan. Selanjutnya, apabila rumah
tangga memilih daerah lain sebagai daerah tujuan pendidikan, maka daerah tersebut merupakan daerah yang
memberikan tingkat utilitas yang lebih tinggi.

3.3. Model Kesejahteraan
Ukuran kesejahteraan menyangkut tingkat kepuasan setiap individu yang tercermin dalam utilitas

secara agregat. Analisis mengenai kesejahteraan (welfare analysis) diarahkan pada evaluasi terhadap
dampak dari perubahan yang dihadapi oleh konsumen terhadap kesejahteraan dirinya. Seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya, keputusan setiap rumah tangga terhadap konsumsi pendidikan bagi anaknya akan
berdampak pada ada tidaknya aliran murid antar daerah. Jika aliran murid antar daerah terjadi, maka akan
berdampak pada pembentukan kesejahteraan di masing-masing daerah. Untuk itulah, analisis mengenai
kesejahteraan menjadi bagian terpenting di dalam paper ini.

Selanjutnya, kesejahteraan merupakan penjumlahan agregat seluruh utilitas yang didapat oleh setiap
rumah tangga. Model kesejahteraan Benthamite menjadi landasan teori penunjang bagi penjumlahan agregat
utilitas. Dengan demikian, di dalam suatu perkonomian, akan terdapat kelompok rumah tangga yang
memperoleh utilitas dari konsumsi pendidikan publik di daerahnya sendiri, dan ada kelompok rumah tangga
yang memperoleh utilitas dari menkonsumsi pendidikan di daerah lain. Hal ini berlaku pada sistem
desentralisasi pendidikan. Sedangkan pada sistem sentralisasi pendidikan, seluruh rumah tangga akan
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(12)

(13)

memilih pendidikan publik yang berada di daerahnya, karena tidak adanya perbedaan kualitas pendidikan
antar daerah (penyediaan pendidikan oleh pemerintah pusat).

4. Kesimpulan Teoritis
Setelah melalui proses pengembangan model ekonomi di dalam paper ini, diperoleh beberapa

kesimpulan yang bersifat teoritis, implikasi teori dan rekomendasi penelitian lanjutan (model dijelaskan dalam
apendiks).

Berdasarkan analisis perilaku rumah tangga diketahui bahwa kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh
suatu daerah, akan menentukan besarnya aliran murid ke daerah lain. Pada masyarakat suatu negara yang
memiliki preferensi tinggi terhadap pendidikan publik, jumlah aliran murid antar daerah cenderung tinggi. Rasio
preferensi lokasi merupakan salah satu variabel yang juga menentukan aliran murid antar daerah. Kebutuhan
hidup minimum yang tinggi di suatu negara akan membatasi jumlah aliran murid antar daerah. Penentuan
besarnya tingkat pajak daerah dapat menjadi hambatan aliran murid ke daerah lain. Selain itu, terdapat suatu
tingkat perbedaan kualitas antar daerah tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi antar daerah.
Pada masyarakat dengan preferensi yang tinggi terhadap pendidikan publik, perbedaan kualitas pendidikan
publik antar daerah yang tidak terlalu besar, dapat memicu aliran murid antar daerah. Sebaliknya, jika
preferensi masyarakat terhadap pendidikan publik rendah, maka dibutuhkan perbedaan kualitas pendidikan
antar daerah yang cukup besar untuk dapat menimbulkan aliran murid antar daerah.

Apabila masyarakat di suatu negara beranggapan bahwa pendidikan publik adalah hal yang penting
dan tidak bisa digantikan dengan konsumsi barang privat (misalnya pendidikan privat), maka kecenderungan
aliran murid antar daerah akan semakin besar. Aliran murid antar daerah yang disebabkan karena adanya
perbedaan kualitas pendidikan publik antar daerah, dapat menyebabkan kenaikan ataupun penurunan
kesejahteraan. Oleh karena itu, jika penyediaan pendidikan publik menggunakan sistem desentralisasi, maka
perlu dikaji lebih lanjut mengenai kondisi berbagai variabel yang terkait dengan aliran murid antar daerah.
Dengan mengetahui beberapa variabel tersebut, akan diketahui efektifitas sistem desentralisasi.

Agar sistem desentralisasi pendidikan publik menjadi efektif, maka biaya yang dikeluarkan oleh suatu
rumah tangga untuk dapat mengirim anaknya ke daerah lain, tidak dapat melampaui pengeluaran konsumsi
barang privat. Jika ditinjau dari aspek spasial, komponen biaya terpenting dari aliran murid antar daerah
tercipta karena adanya jarak antar daerah. Jika jarak antar daerah cukup jauh, dan pengeluaran konsumsi
barang privat cukup tinggi, maka sistem desentralisasi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan agregat.

Suatu sistem penyediaan pendidikan dikatakan efektif, jika penerapan sistem tersebut akan
mendorong terjadinya kenaikan kesejahteraan agregat. Sistem desentralisasi pendidikan publik tidak akan
efektif, jika ketimpangan pendapatan rumah tangga antar daerah cukup besar. Berarti, semakin besar
ketimpangan pendapatan rumah tangga antar daerah, maka sistem sentralisasi pendidikan publik merupakan
pilihan kebijakan yang lebih tepat.
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Semakin besar jumlah aliran murid dari suatu daerah ke daerah lain, maka semakin rendah manfaat
sistem desentralisasi pendidikan publik terhadap kesejahteraan keseluruhan. Pada suatu tingkat disutilitas
yang besar, aliran murid akan merugikan kesejahteraan keseluruhan. Hal ini sesuai dengan stylized fact yang
ditemukan pada kasus migrasi murid antar negara di kawasan Uni Eropa. Peningkatan kepadatan murid asing
ternyata merugikan perekonomian negara tujuan aliran murid, sehingga memicu kebijakan untuk membatasi
murid asing.

Manfaat kesejahteraan dari adanya aliran murid antar daerah pada skenario 1 (perbedaan pajak) lebih
besar dibanding skenario 2 (perbedaan biaya kualitas pendidikan). Berarti, kompetisi antar daerah dalam hal
pajak, lebih memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, dibanding kompetisi dalam hal pengeluaran
pendidikan yang tercermin dari biaya kualitas. Bagaimanapun juga, jika ada dua daerah dengan tingkat pajak
sama, dan kapasitas fiskal yang sama, persaingan untuk menciptakan pendidikan publik melalui alokasi biaya
yang berbeda, justru akan menurunkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa temuan teoritis tersebut, dapat dijelaskan bahwa jika di suatu negara jarak
antar daerah cukup jauh, ketimpangan pendapatan masyarakat antar daerah besar, preferensi terhadap
pendidikan publik rendah, aliran murid antar daerah cukup tinggi, dan kompetisi antar daerah terjadi karena
perbedaan pembiayaan kualitas pendidikan, maka sistem sentralisasi pendidikan merupakan kebijakan yang
lebih tepat. Apabila kondisi sebaliknya yang terjadi, maka sistem desentralisasi justru menjadi pilihan kebijakan
yang lebih baik.

Beberapa kesimpulan dan temuan teoritis di dalam paper ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
penyusunan teori mengenai migrasi sementara antar daerah (inter-regional temporary migration). Pemicu
migrasi sementara antar daerah diantaranya karena penyediaan pendidikan publik. Implikasi selanjutnya yang
muncul ialah bahwa interaksi antar daerah ini dapat meningkatkan ataupun menurunkan kesejahteraan sosial.
Jika mengacu pada Oates's decentralization theorem, maka sebenarnya, spillover effects antar daerah
bukanlah faktor utama penentuan kebijakan sistem penyediaan barang publik atau pendidikan publik.

Model yang digunakan dalam paper ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut,
dengan mengurangi simplifikasi atau asumsi yang digunakan, atau mengaplikasikan bentuk fungsi yang
berbeda. Kesimpulan dan implikasi teori yang dihasilkan dalam penelitian paper ini hanya berlaku dalam
kerangka asumsi yang digunakan. Disarankan pada penelitian selanjutnya, digunakan variabel waktu (model
dinamis), sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Penelitian empiris dengan menggunakan
model yang dikembangkan dalam paper ini juga menjadi salah satu rekomendasi penelitian lanjutan, jika data
yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap. Adanya berbagai kelemahan dalam paper ini, menyebabkan
peluang untuk melakukan studi lanjutan menjadi lebih besar, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang lebih baik terhadap pengembangan teori ekonomi di masa mendatang.
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(A.1)

(A.2)

(A.4)

(A.3)

(A.5)

(A.6)

(A.7)

(A.8)

(A.9)

(A.10)

(A.11)

(A.12)

Appendiks 1
Hipotesis Model Perilaku Rumah Tangga (Fungsi Cobb-Douglas)

Rumah tangga jenis 1 (pendapatan rendah) akan memaksimumkan utilitas:

dengan kendala:

Sehingga fungsi utilitas tidak langsung dari rumah tangga jenis 1:

Rumah tangga jenis 3 (pendapatan tinggi) akan memperoleh tingkat utilitas dari menkonsumsi pendidikan di
daerah lain (s):

dengan kendala:

kondisi optimal:

Sehingga fungsi utilitas tidak langsung rumah tangga jenis 3 ialah:

Didefinisikan suatu persamaan B:
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(A.13)

(A.14)

(A.15)

(A.16)

(A.17)

Dimisalkan ada rumah tangga dengan pendapatan menengah (Y2
r), dimana Y2

r = Y*, dimana B = 0, dan
merupakan rumah tangga yang indiferen antara menkonsumsi pendidikan publik di daerahnya sendiri dengan
di daerah lain, dan Zs = 0 maka akan diperoleh:

Proposisi 1. Suatu rumah tangga i di daerah r akan memilih daerah s sebagai daerah tujuan pendidikan bagi
anaknya jika dan hanya jika Yi

r > Y* dan gs > gr. Variabel yang menentukan besarnya Y* ialah tingkat kualitas
pendidikan publik di daerahnya sendiri, preferensi terhadap barang privat, rasio disutilitas (p), rasio preferensi
terhadap lokasi (h), konsumsi barang privat minimal (x0), dan tingkat pajak (Tr).

Rumah tangga jenis 3 (Y3
r > Y*) yang akan mengirim anaknya ke daerah lain dengan syarat bahwa

ada daerah lain yang menyediakan kualitas pendidikan lebih baik. Pada saat rumah tangga jenis 2 akan
memilih daerah yang sesuai dengan keinginannya (dalam hal kualitas pendidikan publik), ada suatu kondisi:

sehingga akan diperoleh,

Diketahui bahwa Y3
r > Y2

r, dan didefinisikan DY = Y3
r - Y2

r, maka gs yang optimal untuk rumah tangga jenis 3
dapat diperoleh, dimana:
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(A.18)

(A.19)

(A.20)

(A.21)

sehingga dihasilkan:

Proposisi 2. Semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga jenis 3, maka semakin besar prasyarat
perbedaan kualitas pendidikan publik antar daerah yang diperlukan. Perbedaan kualitas antar daerah yang
dibutuhkan bagi rumah tangga jenis 2 dan 3 ditentukan oleh besarnya kualitas pendidikan yang disediakan
di daerah sendiri (gr), preferensi terhadap pendidikan publik (1-a), rasio tingkat disutilitas, dan biaya yang
dibutuhkan untuk dapat mengirim anaknya ke daerah lain (y).

Hal penting lainnya ialah mengamati besarnya manfaat utilitas yang diperoleh suatu rumah tangga
jenis i di daerah r apabila mengirim anaknya ke daerah lain (s). Dimisalkan terdapat suatu rumah tangga jenis
3 di daerah r, dimana Y3

r > Y*. Diketahui bahwa: 

maka besarnya selisih manfaat utilitas yang diperoleh rumah tangga jenis i di daerah r dengan mengirim
anaknya ke daerah s (sufficient condition terpenuhi) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan B yaitu:
Dimisalkan bahwa hrr = hrs = 1. 

Rumah tangga jenis 3 di daerah r akan memperoleh manfaat utilitas dari mengirim anaknya ke daerah s, jika:

Proposisi 3. Oleh karena m > 1, maka keputusan mengirim anak ke daerah lain (s) akan selalu
menguntungkan jika besarnya biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga jenis 3 untuk mengirim anaknya ke
daerah s, lebih kecil atau sama dengan besarnya konsumsi barang privat yang dapat dilakukan. Semakin
besar m, semakin besar pula manfaat utilitas yang diperoleh.
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(A.22)

(A.23)

(A.24)

Apendiks 2
Hipotesis Model Perilaku Rumah Tangga (Constant Elasticity of Substitution)

Dengan menggunakan cara yang serupa pada hipotesis model Cobb-Douglas akan diperoleh:

Untuk mempermudah analisis, dimisalkan bahwa hi
rr = hi

rs = 1, dan ys = 1, sehingga apabila r = 0, maka:

dan apabila r = -4, maka:

Terlihat jelas bahwa Y* > Y**, dimana hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan minimum apabila r = 0
lebih besar dibanding r = -4. Besarnya parameter r akan mempengaruhi elastisitas substitusi antara barang
privat dengan pendidikan publik.

Proposisi 4. Semakin sulit tingkat substitusi antara barang privat dan pendidikan publik, maka semakin rendah
Y*. Hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat substitusi diantara kedua barang konsumsi tersebut semakin sulit,
maka semakin rendah Y*, yang berarti semakin banyak rumah tangga yang dapat mengirim anaknya ke
daerah lain.
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(A.25)

(A.26)

(A.27)

(A.28)

(A.29)

Apendiks 3
Model Desentralisasi (Perbedaan Pajak Antar Daerah)

Dimisalkan bahwa di masing-masing daerah (r dan s) hanya terdapat 2 rumah tangga, dengan tingkat
pendapatan agregat yang sama. Biaya penyediaan pendidikan publik di kedua daerah juga sama. Perbedaan
kualitas pendidikan publik terjadi karena perbedaan tingkat pajak yang dikenakan di masing-masing daerah.
Daerah s mengenakan tingkat pajak yang lebih tinggi dibanding daerah r. Dimisalkan pula bahwa perbedaan
kualitas pendidikan publik di daerah r dan s:

kemudian diketahui bahwa:

sehingga,

Agar rumah tangga di daerah r dapat menikmati pendidikan di daerah s, maka terdapat kondisi
prasyarat, dimana Yi

r > Y*. Dimisalkan pula y = 0, hi
rr = hi

rs = hi
ss = 1, dan pr = 1. Maka welfare yang terbentuk

di masing-masing daerah sebesar:

dan besarnya aggregate welfare:

Untuk dapat menganalisis besarnya perubahan kesejahteraan akibat adanya aliran murid dari daerah
r ke daerah s, maka dapat dilakukan dengan menghitung penjumlahan antara kenaikan kesejahteraan di
daerah r dengan penurunan kesejahteraan di s.
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(A.30)

(A.31)

(A.32)
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atau,

Jika dimisalkan bahwa pendapatan rumah tangga di daerah s seragam, maka akan diperoleh suatu kondisi:
dimana,

Aliran murid dari daerah r ke s akan meningkatkan kesejahteraan iff:

Apabila,

maka aliran murid antar daerah pasti akan menyebabkan penurunan kesejahteraan keseluruhan, atau
diketahui bahwa:

Proposisi 5. Jika biaya tetap (Zs) yang dikeluarkan oleh suatu rumah tangga di daerah r untuk dapat mengirim
anaknya memperoleh pendidikan di daerah s, lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi barang
privat, maka aliran murid antar daerah akan selalu merugikan kesejahteraan agregat. Hal lain yang perlu
diamati ialah kondisi tersebut akan sangat tergantung pada besarnya preferensi rumah tangga terhadap
pendidikan publik.

Proposisi 6. Semakin besar ketimpangan pendapatan rumah tangga antar daerah, maka adanya aliran murid
dari daerah miskin ke daerah kaya akan semakin merugikan kesejahteraan secara keseluruhan.
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(A.35)

(A.36)

(A.37)

(A.38)

Apendiks 4
Model Desentralisasi (Perbedaan Biaya Kualitas Antar Daerah)

Daerah s menghasilkan pendidikan publik dengan kualitas yang lebih baik dibanding daerah r. Jumlah
rumah tangga di kedua daerah sama, dan lump-sum tax yang dikenakan di daerah r dan daerah s dimisalkan
juga sama. Perbedaan kualitas pendidikan terjadi karena biaya kualitas pendidikan yang dikeluarkan di daerah
s lebih tinggi dibanding daerah r. Perbedaan kualitas pendidikan disebabkan karena biaya kualitas yang (c(q))
yang berbeda. Diketahui bahwa:

Perbedaan kualitas pendidikan publik disebabkan karena:

dimana Q > 1, dan merupakan suatu konstanta perbedaan biaya kualitas pendidikan publik antar daerah.
Sama dengan skenario sebelumnya, untuk dapat menganalisis besarnya perubahan kesejahteraan akibat
adanya aliran murid dari daerah r ke daerah s, maka dapat dilakukan dengan menghitung penjumlahan antara
kenaikan kesejahteraan di daerah r dengan penurunan kesejahteraan di daerah s. Sebagai penyederhanaan,
dimisalkan bahwa ys = 0, sehingga besarnya net welfare flow:

Jika pendapatan rumah tangga di daerah s seragam, maka akan diperoleh suatu kondisi:

Dimisalkan pendapatan rumah tangga di kedua daerah sama, aliran murid dari daerah r ke s akan
meningkatkan kesejahteraan iff:

diketahui bahwa:
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Apendiks 4
Model Sentralisasi

Dengan penerapan cara yang serupa pada penerapan model desentralisasi, namun pada penerapan
model sentralisasi diasumsikan tidak terjadi aliran murid antar daerah, maka diperoleh sebuah proposisi:

Proposisi 7. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat suatu negara, maka sistem desentralisasi akan
cenderung menghasilkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibanding sistem sentralisasi.
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Apendiks 5
Definisi Variabel

Ui
r : utilitas rumah tangga jenis i yang tinggal di daerah r

Uj
s : utilitas rumah tangga jenis j yang tinggal di daerah s

Vi
r : utilitas tidak langsung rumah tangga jenis i yang tinggal di daerah r

Vj
s : utilitas tidak langsung rumah tangga jenis j yang tinggal di daerah s

Vi
rr : utilitas tidak langsung rumah tangga jenis i yang tinggal di daerah r, jika anak mereka

menkonsumsi pendidikan publik yang disediakan di daerah r
Vi

rs : utilitas tidak langsung rumah tangga jenis i yang tinggal di daerah r, jika anak mereka
menkonsumsi pendidikan publik yang disediakan di daerah s

xi
r : sekumpulan konsumsi barang privat (dalam kuantitas) rumah tangga jenis i di daerah r

hi
r : konsumsi rumah untuk rumah tangga jenis i di daerah r

gr : kualitas pendidikan publik yang disediakan di daerah r
er : kuantitas pendidikan publik yang disediakan di daerah r
a : preferensi rumah tangga terhadap barang privat
1-a : preferensi rumah tangga terhadap pendidikan publik
hrr : koefisien lokasi untuk suatu rumah tangga di daerah r yang menunjukkan preferensi rumah

tangga terhadap anaknya untuk tinggal di daerah r dan menkonsumsi pendidikan publik di r
hj

rs : koefisien lokasi untuk suatu rumah tangga di daerah r yang menunjukkan preferensi rumah
tangga terhadap anaknya untuk tinggal di daerah r dan menkonsumsi pendidikan publik di s

Tr : pajak pendapatan lump-sum yang ditentukan oleh pemerintah daerah r
Yi

r : pendapatan rumah tangga jenis i di daerah r
Y* : pendapatan minimum rumah tangga di daerah r untuk dapat mengirim anaknya ke daerah s
x0 : konsumsi barang privat minimum
c0 : biaya tetap (custodial cost) yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memproduksi

pendidikan publik
c(qr) : biaya kualitas pendidikan yang dikeluarkan pemerintah daerah r untuk menyediakan

pendidikan publik di daerah r
dr : proporsi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas pendapatan minimum di daerah r
qr : jumlah rumah tangga yang tinggal di daerah r
qs : jumlah rumah tangga yang tinggal di daerah s
Zs : sekumpulan biaya tetap yang dikeluarkan oleh rumah tangga yang tinggal di daerah r dan

menkonsumsi pendidikan publik di daerah s
ys : besarnya biaya yang terkait dengan pendidikan publik (di luar biaya pendidikan publik itu

sendiri) dimana harus dikeluarkan oleh rumah tangga yang tinggal di daerah r dan mengirim
anaknya untuk menikmati pendidikan publik di daerah s 

pr : disutilitas rumah tangga terhadap konsumsi pendidikan publik di daerah r
ps : disutilitas rumah tangga terhadap konsumsi pendidikan publik di daerah s
qsr : jumlah anak yang berasal dari daerah s dan menkonsumsi pendidikan di daerah r terhadap

jumlah rumah tangga yang tinggal di daerah r
Wr

D : tingkat kesejahteraan di daerah r pada penerapan sistem desentralisasi pendidikan publik
Ws

D : tingkat kesejahteraan di daerah s pada penerapan sistem desentralisasi pendidikan publik
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DWr : perubahan tingkat kesejahteraan di daerah r
DWs : perubahan tingkat kesejahteraan di daerah s
WD : tingkat kesejahteraan agregat pada penerapan sistem desentralisasi 
DWD : perubahan tingkat kesejahteraan agregat akibat terjadinya aliran murid antar daerah pada

penerapan sistem desentralisasi pendidikan

TAWD : tingkat kesejahteraan agregat pada penerapan sistem desentralisasi pendidikan dimana tidak
terjadi aliran murid antar daerah

DAWD : tingkat kesejahteraan agregat pada penerapan sistem desentralisasi pendidikan dimana
terjadi aliran murid antar daerah

taxDWD : perubahan tingkat kesejahteraan agregat pada penerapan sistem desentralisasi pendidikan
akibat terjadinya aliran murid antar daerah, dimana perbedaan kualitas pendidikan
disebabkan perbedaan tingkat pajak antar daerah

costDWD : perubahan tingkat kesejahteraan agregat pada penerapan sistem desentralisasi pendidikan
akibat terjadinya aliran murid antar daerah, dimana perbedaan kualitas pendidikan
disebabkan perbedaan biaya kualitas.
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